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PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pengembangan karier,
profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta
guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
Arsiparis, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing;

bahwa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui
Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/
inpassing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui
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Mengingat

Penyesuaian/Inpassing;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah delapan kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang

dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di
bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

3. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional
tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai
fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan
kegiatan kearsipan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya
disingkat PPK Pusat adalah menteri, Jaksa Agung,

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian
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10.

11.

12.

Negara  Republik Indonesia, pimpinan  lembaga
pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan
lembaga negara serta pimpinan kesekretariatan lembaga
lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I atau
pimpinan tinggi madya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat PPK Daerah Provinsi adalah
gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Kabupaten/Kota
adalah bupati/wali kota.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah  pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat ANRI adalah instansi pembina Jabatan
Fungsional Arsiparis.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat dengan Kepala ANRI adalah
pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis
yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan
dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui
penyesuaian/inpassing.

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Arsiparis
adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan
Fungsional Arsiparis guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam jangka waktu tertentu.

Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang
calon Arsiparis sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di
bidang kearsipan sebagai persyaratan administrasi yang
telah ditentukan oleh ANRI.

Uji Kompetensi Kearsipan adalah proses penilaian

terhadap pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang
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diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Arsiparis sesuai dengan kualifikasi jenjang jabatan.

Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi
Kearsipan yang menyatakan tingkatan keterampilan dan
keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Arsiparis yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Arsiparis.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

(1)

(2)

(1)

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Instansi pusat dan instansi daerah yang belum
mempunyai Jabatan Fungsional Arsiparis atau sudah
mempunyai tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai
dengan kebutuhan, dapat melakukan penyesuaian/
inpassing.

Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk menjamin keseimbangan antara
beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus
mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional

Arsiparis dalam instansi.

Pasal 3

PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing ke

dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yaitu:

a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di
bidang kearsipan berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang;

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai
dengan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan
telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi;

c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan
pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan

terakhir yang diduduki atau yang pernah diduduki
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